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BAB Il
KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

1. Seorang Notaris tidak seharusnya melakukan sgngkbatan. Larangan
tentang rangkap jabatan Notaris diatur dalam Undemtang Jabatan Notaris
nomor 30 Tahun 2004 Pasal 3 dan Pasal 17. Dalamal pasebut juga
tercantum secara eksplisit jabatan yang dilaramgngkap seorang notaris.
Pasal 3 g mengatur tentang larangan notaris meapngkenjadi pegawai
negeri sipil. Sedangkan pasal 17 c, e, f, g, danehgatur larangan seorang
notaris merangakap menjadi pegawai negeri, pejabgara, pegawai Badan
Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Seagtejabat Pembuat
Akta Tanah di luar wilyah Jabatan Notaris, Notgengganti, dan lan-lain.
Akan tetapi, disisi lain Undang-undang Jabatan hNefaga memperbolehkan
seorang notaris diangkat menjadi pejabat negarayasemmelakukan culti
dengan menunjuk notaris pengganti pada Pasal 1hndgadndang Jabatan
Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Hal ini menimbulkan dan kontra di antara
para notaris sendiri karena Undang-undang menjatiesan setengah-
setengah. Selain itu, dengan adanya cuti dengarisigtengganti ini justru
akan menimbulkan unsur rangkap jabatan. Sebab kamtmotaris yang
merangkap sebagai pejabat negara tersebut akgn haka, namanya pun
akan tetap muncul di tiap akta yang dibuat olehosaris pengganti, protokol
serta plang notaris nya punya tetap atas namaisigtang cuti. Secara tidak
langsung, benturan kepentingan akan tetap muna@abilapnotaris yang cuti
tersebut menunjuk notaris pengganti. Kecuali apahibtaris tersebut cuti
tanpa notaris pengganti. Tapi, Undang-undang Jatédsaris dalam pasal 11

ayat 3-nya justru mengharuskan notaris yang didrggdaagai pejabat negara
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tersebut cuti dengan menunjuk notaris penggantli, Jeotaris seharusnya
dilarang untuk melakukan rangkap jabatan dalamubeapapun.

2. Masih adanya notaris yang melanggar larangagkesnjabatan disebabkan
antara lain karena larangan ini hanya bersifatkd@duan, minimnya
pengawasan dari Majelis Pengawas, sanksi yang iklipersangat ringan
bahkan pada prakteknya tidak diberikan sanksi sakali serta moral notaris
tersebut yang memang masih kurang. Undang-undangange mengatur
sanksi secara berjenjang mulai dari teguran ligartulis, pemberhentian
secara terhormat hingga tidak hormat, namun keagatsm, sanksi untuk
notaris yang melakukan pelanggaran ini sampaiisaaasih sangat ringan
bahkan bisa dikatakan tidak ada. Selain itu, dakgan para notaris baik
anggota maupun pengurusnya serta Departemen hulamHak Asasi
Manusia sendiri masih berinterpretasi bahwa rangkbptan itu boleh asal
tidak ada pihak yang dirugikan yang melaporkan kajelis Pengawas
Notaris, sehingga kecenderungan melanggar laraegsebut sangat besar.

3. Kefektifan peraturan larangan rangkap jabatatandapelaksanaannya di
lapangan bisa dikatakan kurang. Karena peraturag gala terkesan masih
setengah-setengah dan kurang tegas. Akibatnya, uhumi@rpretasi yang
berbeda-beda terhadap larangan rangkap jabatanNodgris. Hal ini tidak
hanya bisa dilihat dari sifatnya yang hanya dellkan yang berarti bahwa
larangan ini hanya berlaku apabila ada yang melafapi juga karena
sanksinya yang kurang serta adanya pengecualiagadedibolehkannya
notaris diangkat menjadi pejabat negara cuti dengarenunjuk notaris
pengganti. Pengecualian ini menimbulkan kesan ugprdanang menerapkan

peraturan dengan setengah-setengah.

3.2 SARAN

1. Sebagai konsekuensi dari rangkap jabatan yanguttidak notaris khususnya
untuk rangkap jabatan pasal 11, sebaiknya persyaga@ng ada pada pasal 3
dan 17 dihapuskan.

2. Sanksi yang diberikan sebaiknya dipertegas, dilaesrj@an diperberat. Sebab
dalam Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan daamksi terhadap
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seluruh pelanggaran undang-undang Jabatan notaelsutkan secara umum
tidak spesifik. Sehingga hal itu akan membebasledanggarnya dari sanksi
yang berat. Meskipun dalam peraturan pelaksanadeg@antum bahwa
pelanggar larangan rangkap jabatan dapat dibekaentiengan tidak hormat,
tapi pada prakteknya perberhentian dengan tidak&itersebut sangat jarang
dilakukan bahkan tidak pernah terjadi. Jadi sehaiksanksi yang diberikan
dapat lebih berat sehingga bisa menimbulkan efaljd’elanggaran terhadap
perbuatan rangkap jabatannya sendiri seharusnyadilggrikan sanksi tidak
hanya menunggu adanya pihak lain yang dirugikamg&eran mengenai
sanksi tersebut bisa dengan undang-undang atauusaouMenteri selain itu
diharapkan peraturan tersebut jangan hanya sekeeiajadi peraturan yang
hanya berupa anjuran saja yang tidak bersifat meanak

3. Yang paling penting adalah pembangunan moral bagiris ataupun calon
notaris agar tidak melanggar peraturan-peraturag yala. Karena semuanya
kembali kepada moral masing-masing notaris. Kaneeskipun peraturan
yang ada sangat terbatas, tetapi kalau notariebigrsmemiliki moral yang
baik maka ia tidak akan melanggar peraturan-pexatyang ada. Saran
penulis selain Notaris itu sendiri yang harus meigi&i moral mereka,
Majelis Pengawas Notaris juga harus benar-benaeksahakan tugasnya
sesuai peraturan yang ada dengan menindak pelarrggakap jabatan
tersebut. Jika tidak, lebih baik peraturan mengemagkap jabatan ini
dihapuskan saja agar tidak terkesan setengah-sétefamn sekedar peraturan
yang bersifat hiasan semata.
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